PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membeta Yang Benar

PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

TATA NASKAH RESMI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

Menimbang : a. bahwa segala hal keputusan-keputusan resmi partai perlu dituangkan
dalam sebuah naskah resmi partai;

b. bahwa agar naskah resmi partai memiliki kesamaan format dan

sistematika, perlu menetapkan Peraturan Partai tentang Tata Naskah
Resmi Partai Kebangkitan Bangsa

Mengingat a. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa
b. Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa
c. Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG TATA

NASKAH RESMI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

(1) Partai Kebangkitan Bangsa selanjutnya disingkat Partai adalah Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

(2) Dewan Pengurus Pusat selanjutnya disingkat DPP adalah kepengurusan partai di Tingkat
Pusat.

(3) Dewan Pengurus Wilayah selanjutnya disingkat DPW adalah kepengurusan partai di
Tingkat Provinsi.

(4) Dewan Pengurus Cabang yang selanjutnya disingkat DPC adalah kepengurusan partai di
Tingkat Kabupaten/ Kota.

(5) Dewan Pengurus Anak Cabang selanjutnya disingkat DPAC adalah kepengurusan partai
di Tingkat Kecamatan/ Distrik.

(6) Dewan Pengurus Ranting yang selanjutnya disingkat DPRt adalah kepengurusan partai di
Tingkat Desa/ Kelurahan.

(7) Sekretaris Jenderal DPP adalah pemimpin Sekretariat Jenderal di DPP dengan tugas
sebagai pelaksana dan pemberian dukungan administrasi di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Umum.

(8) Sekretaris DPW dan DPC adalah pemimpin Sekretariat di DPW dan DPC d
sebagai pelaksana dan pemberian dukungan administrasi di bawah dan berta i
kepada Ketua DPW dan DPC. ) Nl

/

(9) Naskah Resmi adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi resmi yang b at f &
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dikeluarkan oleh partai. AR ”‘) /:
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Tata Naskah Resmi adalah adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan
tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang
digunakan dalam komunikasi resmi.

Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan
redaksional, serta penggunaan lambang, logo partai dan cap/ stempel partai.

Staf DPP adalah unsur pembantu di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Jenderal DPP.

Staf DPW dan DPC adalah unsur pembantu di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris DPW dan DPC.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Tata Naskah Resmi Partai ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatan komunikasi tertulis partai.
Tata Naskah Resmi Partai disusun dengan tujuan :
a. menciptakan keseragaman dalam penyelenggaraan administrasi partai; dan atau
b. menunjang kelancaran komunikasi tertulis dan kemudahan dalam pengendalian
pelaksanaannya;

BAB Il
JENIS NASKAH RESMI PARTAI

Pasal 3

Naskah Resmi Partai bersifat khusus meliputi :

a. Keputusan Partai, adalah naskah yang memuat keputusan atau kebijakan partai;

b. Surat Mandat, adalah naskah yang memuat pemberian wewenang dan tanggungjawab
kepada seseorang atau struktur partai di bawahnya untuk bertindak atas nama partai.

c. Surat Tugas, adalah naskah yang memuat pemberian tugas kepada perseorangan dari
internal maupun eksternal partai untuk melaksanakan tugas-tugas khusus kepartaian;

d. Surat Keterangan, adalah naskah yang memuat penjelasan atau penegasan atas
sebuah kebijakan partai yang dibutuhkan oleh internal maupun eksternal partai;

e. Surat Edaran, adalah naskah yang memuat penjabaran dari sebuah keputusan atau
kebijakan partai yang disertai dengan petunjuk tata cara pelaksanaannya;

f. Surat Peringatan, adalah naskah yang memuat teguran kepada kader partai atau
kepada struktur partai tentang kealpaan, kelalaian, kekeliruan atau suatu hal yang
berlawanan dengan AD ART Partai, Peraturan Partai atau kebijakan partai, dengan
maksud agar segera mendapat perbaikan;

g. Surat Instruksi, adalah naskah yang memuat perintah untuk melaksanakan sebuah
kebijakan partai yang bersifat wajib untuk dilaksanakan;

h. Berita Acara, adalah naskah yang memuat uraian tentang proses pelaksanaan suatu
kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi apabila diperlukan:

i. Surat Pernyataan, adalah naskah yang memuat suatu pernyataan berkenaan dengan
hal tertentu, yang sifatnya dapat dipertanggungjawabkan dan mengandung sanksi
apabila ternyata di kemudian hari tidak benar.

j. Surat Rekomendasi atau Persetujuan, adalah naskah yang memuat pernyataan
persetujuan partai terhadap tema tertentu atau terhadap seseorang untuk menduduki
jabatan politik tertentu.

Naskah Resmi Partai bersifat umum meliputi :
a. Surat Pemberitahuan, adalah naskah yang memuat penyampaian tentam
tertentu atau aktivitas kepartaian kepada pihak internal dan eksternal parte My
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b. Surat Permohonan, adalah naskah yang memuat permintaan kepada pihak internal
maupun eksternal Partai untuk turut berpartisipasi dalam tujuan tertentu;

c. Surat Undangan, adalah naskah yang memuat ajakan kepada pihak tertentu untuk
menghadiri acara kepartaian dalam kapasitas tertentu;

d. Surat Pengantar, adalah naskah yang digunakan untuk mengantarkan atau
menyampaikan barang atau naskabh;

e. Pengumuman, adalah naskah yang memuat penyampaian suatu hal tentang kepartaian
kepada seluruh khalayak ramai;

f. Laporan, adalah naskah yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu kepada
struktur partai yang lebih atas, atau tentang pelaksanaan sebuah tugas partai yang
menurut ketentuan aturan Partai wajib untuk dilaporkan

BAB IV
PEMBUATAN, PENOMORAN, FORMAT
DAN MEDIA NASKAH RESMI

Bagian Kesatu
Pembuatan Naskah

Pasal 4
Pembuatan naskah resmi harus ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya
naskah yang disusun secara sistematis dengan memerhatikan :
a. ketelitian;
b. kejelasan;
c. logis;
d. singkat; dan
e. baku.

Bagian Kedua
Penomoran Naskah Resmi

Pasal 5
(1) Penomoran Naskah Resmi harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan,
pengamanan dan pencarian.
(2) Sistem penomoran dan kode naskah resmi partai ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Nomor urut, adalah nomor urut surat keluar sesuai dengan nomor urut pada buku
agenda surat keluar;
b. Tingkat kepengurusan, adalah singkatan dari tingkatan kepengurusan, yaitu: DPP,
DPW, DPC, DPAC, DPRY;
1) Untuk tingkat kepengurusan DPW hingga DPRY, diikuti dengan kode daerah:
2) Kode daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1) terlampir dalam Peraturan ini;
(3) Klasifikasi naskah adalah pembagian jenis surat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 01 : surat khusus Partai;
b. 02 : surat umum Partai.
(4) Bulan pembuatan surat ditulis dalam angka romawi; dan
(5) Tahun pembuatan surat ditulis dengan angka secara lengkap.

Bagian Ketiga
Format Naskah Resmi

Pasal 6
(1) Jenis dan ukuran huruf yang digunakan pada kop partai adalah Arial denga
(sebelas) point.
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